GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun Anggaran 2022

PROGRAM Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

KODE PROGRAM |2.08.02

KEGIATAN Pefembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kab/Kota
KODE KEGIATAN |2.08.02.2.01.04

ANALISA SITUASI

1.

Data Pembuka Wawasan
- Inpres No 9 tahun 2000
- Permendagri No.67 Tahun 2011
- Perwako No 26 Tahun 2018
- Belum seluruh OPD membuat anggaran yang Responsif Gender

Isi dan Faktor Kesenjangan Gender
Faktor Kesenjangan
Akses :
- Komitmen Kepala OPD
- Terbatasnya SDM dalam menyusun ARG
Kontrol
Belum Optimalnya Pengawasan PPRG
Manfaat
Meningkatnya SOM OPD dalam membuat Perencanaan yang Responsif Gender.

Penyebab Internal
- Sering terjadi Mutasi dan Rotasi
- Kurangnya dukungan dari Pimpinan.
- Tempat pelatihan kurang menarik

Penyebab Eksternal
- Seting Terjadi Mutasi dan Rotasi

- Kurangnya Dukungan dari Pimpinan
- Kurangnyanya partisipasi dalam evaluasi dari masyarakat terhadap PPRG

CAPAIAN
PROGRAM

=

Tolak ukur : Meningkatnya SDM OPD dalam membuat perencanaan yang Responsif Gender

Indikator dan Target Kinerja :
Terpenuhinya Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender

JUMLAH ANGGARA
PROGRAM

Rp. 50.000.000

RENCANA AKSI

Kegiatan 1

Masukan [lumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan PUG dan PPRG sebanyak 104
orang

Keluaran |Rp 50.000.000,-

Hasil Terpenuhinya Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender,

Kegiatan 2

Masukan |Pembuatan Buku Profil Gender dan anak

Hasil Tersedianya informasi data terpilah untuk perencanaan pembangunan
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; GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

OPD Dinas Sosial Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun Anggaran 2022
PROGRAM Rehabilitasi Sosial
KODE PROGRAM 1.06.04
ANALISAS SITUASI 1. Data Pembuka Wawasan

- Sesuai dengan amanat MDGs tahun 2015 yang ditindaklanjuti dengan SDG's 2030 bahwa pendidikan harus dapat diberlakukan untuk
semua kelompok )
Jumlah penduduk Kota Padang Panjang Tahun 2020 58.140 Yang terdiri dari Laki-laki 30.156 Dan perempuan 28.892

Penyandang Disabilitas Padang Panjang tahun 2020 adalah sebanyak 254 orang terdiri dari laki2 153 dan Perempuan 101

- Anak dengan disabilitas 85 orang, laki-laki 53 dan PR 32

- Sebagian besar penyandang disabilitas merupakan masyarakat kelas ekonomi menegah kebawah

- Penyandang Disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang
dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan

2. Isi dan Faktor Kesenjangan Gender
Faktor Kesenjangan
a. Akses:
- Disabilitas memiliki ketertabatas fisik dan kemapuan untuk mandiri dan berusaha secara ekonomi
- Rata - rata berasal dari keluarga yang tidak mampu
- 0
b. Partisipasi
Kurangnya Partisipasi Masyarakat untuk melibatkan penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pembangunan
c. Kontrol ’
Organisasi PPDI Kurang berperan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan
d. Manfaat
Meningkatkan sumberdaya manusia

Penyebab Internal
- Kurang berperannya pendamping dalam penganan disabilitas
- Data belum menjadi rujukan dalam penyusunan perencanaan
- Belum optimalnya pembinaan terhadap disabilitas
- 0

Penyebab Eksternal
- Kurangnya dukungan Pemangku kebijakan kepada penyandang disabilitas
- Stigma masyarakat bahwa penyandang disabilitas tidak akan bisa melakukan aktifitas layaknya orang normal

- Adanya diskriminasi terhadap disabilitas

CAPAIAN PROGRAM

1. Tolak ukur:
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas dan Lansia Terlantar

2, Indikator dan Target Kinerja :
Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan pangan
Jumlah Penyendang Lansia terlantar yang mendapatkan bantuan pangan

JUMLAH ANGGARAN |Rp. 1.621.733.000
PROGRAM
RENCANA AKSI Kegiatan1 |Pemberdayaan penyandang Disabilitas

Jumlah penyandang disabilitas yang

Masukan mendapatkan bantuan pangan
Keluaran Rp.1.621.733.000
Hasil

| T&rpenultnya.kebutuhan dasar penyandang
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